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ABSTRAK 

 

Perkembangan zaman yang telah modern dan teknologi yang semakin canggih 

khususnya di bidang kosmetik membuat konsumen lebih mudah untuk mempercantik 

diri seperti membeli produk kosmetik. Hal ini menjadi celah bagi pelaku usaha yang 

tidak memiliki itikad baik dalam menjual produk kosmetik dengan mengedarkan 

produk kosmetik tanpa izin edar. Produk kosmetik tersebut sangat merugikan hak-hak 

konsumen karena tidak memberikan informasi yang lengkap, produk tersebut tidak 

didaftarkan dan tidak memiliki izin edar. Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang terdaftar dan telah 

memiliki izin edar. Terdapat dua macam pengawasan produk kosmetik, yaitu Pre 

Market dan Post Market. Apabila konsumen merasa dirugikan akibat peredaran 

kosmetik tanpa izin edar ini, maka konsumen dapat memilih menempuh upaya 

hukum penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu konsiliasi, mediasi 

dan arbitrase. Namun, apabila upaya hukum tersebut dirasa para pihak yang 

bersengketa belum tercapai perdamaian maka dapat dilanjutkan dengan penyelesaian 

sengketa konsumen melalui pengadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai dasar untuk melindungi hak-hak 

konsumen. 

 

Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, kosmetik, kosmetik tanpa izin edar. 
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ABSTRACT 

 

The development of modern times and increasingly sophistaced technology, 

especially in the field of cosmetics make consumers easier to beautify themselves such 

as buying cosmetic products. This is a gap for business actors who don’t have good 

faith in selling cosmetic products by distributing cosmetic products without 

distribution permit. Cosmetic products are very detrimental to the rights of 

consumers because it doesn’t provide complete information, the product isn’t 

registered and doesn’t have a distribution permit. Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPOM) shall supervise the registered cosmetic products and have a 
distribution permit/ BPOM notification. There are two kinds of cosmetic product 

supervision, that is Pre Market and Post Market. If consumers feel aggrieved due to 

distribution of this cosmetics, then the consumer may choose to resort to a consumer 

dispute resolution law out of court, conciliation, mediation, and arbitration. But, if 

such legal efforts are reached the peace then it be continued with the settlement of 

consumer dispute through the court. Law Of The Republic Of Indonesia No. 8 Of 

1999 about Consumers’ Protection is the basis for protecting the rights of consumers. 

 

 

Keywords: Legal protection, consumer, cosmetics, cosmetics without distribution 

permit. 
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